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Abstract 

Tax disputes may occur between the taxpayer or the taxpayer with the government (fiscus), 
because of disagreements about the amount of tax payable. Under the terms of applicable tax 
law, taxpayers are provided with legal means in tax disputes, namely objection, appeal, lawsuit 
and Review. In line with the amendment of provisions concerning the position of the Tax Court 
as a Special Tribunal within the State Administrative Court, there should be amendments to the 
tax dispute resolution procedure including its legal efforts. However, until now there is still no 
change, because there has been no follow-up from the government after the change of position of 
the Tax Court. In practice, the settlement of tax disputes is still based on the provisions of Law 
Number 14 of 2002 concerning Tax Court. 
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Abstrak 

Sengketa pajak dapat terjadi antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pemerintah 
(fiscus) , karena perbedaan pendapat tentang besarnya pajak yang terutang. Berdasarkan 
ketentuan hukum pajak yang berlaku, wajib pajak diberikan upaya-upaya hukum dalam sengketa 
pajak, yaitu keberatan, banding, gugatan dan Peninjauan Kembali. Seiring dengan adanya 
perubahan ketentuan tentang kedudukan Pengadilan Pajak sebagai Pengadilan Khusus di 
lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara, seharusnya terdapat perubahan terhadap  prosedur 
penyelesaian sengketa pajak termasuk upaya-upaya hukumnya . Namun sampai saat ini masih 
belum terdapat perubahan, karena belum ada tindak lanjut dari pemerintah setelah adanya 
perubahan kedudukan Pengadilan Pajak. Prakteknya,  penyelesaian sengketa pajak masih 
didasarkan pada ketentuan UU Nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan Pajak. 

 

Kata Kunci : Upaya Hukum, Pajak, Sengketa Pajak, Pengadilan Pajak 

A. Pendahuluan 



Upaya Hukum Dalam Sengketa
Pajak

by Budi Ispriyarso

Submission date: 18-Apr-2023 09:24AM (UTC+0700)
Submission ID: 2067880022
File name: Upaya_Hukum_Dalam_Sengketa_Pajak.pdf (858.66K)
Word count: 2048
Character count: 12889



4



6

7



2

4

5

6

7



3

8



1

3

5

8





8%
SIMILARITY INDEX

7%
INTERNET SOURCES

5%
PUBLICATIONS

3%
STUDENT PAPERS

1 1%

2 1%

3 1%

4 1%

5 1%

6 1%

7 1%

Upaya Hukum Dalam Sengketa Pajak
ORIGINALITY REPORT

PRIMARY SOURCES

Submitted to Universitas Negeri Surabaya The
State University of Surabaya
Student Paper

docslide.us
Internet Source

ejournal.sthb.ac.id
Internet Source

apps.mediaindonesia.com
Internet Source

fliphtml5.com
Internet Source

www.setpp.depkeu.go.id
Internet Source

Rofika Febriani, Siti Nur Azizah. "TINGKAT
INTEGRITAS PERANAN NEGARA DAN
KEUANGAN PUBLIK INDONESIA DALAM
PEMIKIRAN IMAM AL-GHAZALI", AL-KHARAJ,
2021
Publication



8 1%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%

diktatnyaesclapa.wordpress.com
Internet Source


